BUPATI MUARO JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KABUPATEN MUARO JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 188.34-5324 tahun 2016 tentang Pembatalan
Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro
Jambi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Sistem Penyelenggaraan
Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi, maka Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan
Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi perlu diubah dan
dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013
Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten
Muaro Jambi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang
Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3460);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5670);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

Menetapkan

Dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KABUPATEN MUARO JAMBI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Sistem
Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran
Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 04) diubah
sebagai berikut:



Ketentuan Pasal 1 angka (9) angka (11) , angka (17) diubah ,
angka (20) dan angka( 21) dihapus, ditambah angka
(703,(71),(72),(73),(74),(75),(76),(77),(78),(79),(80),(81),(82),(83),
(84),(85) dan (86) disehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

ahLN=

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;

Provinsi adalah Provinsi Jambi;

Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi;

Gubernur adalah Gubernur Jambi;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Muaro Jambi
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah
lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) adalah Badan
Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk oleh
Pemerintah;

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi,

Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Muaro Jambi;

Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi;

Pendidikan adalah wupaya sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan Negara, yang diselenggarakan di Kabupaten
Muaro Jambi;

Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama,
kebudayaan Nasional Indonesia dan tanggap terhadap
tuntutan perubahan zaman;

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen
pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk
mencapai tujuan pendidikan nasional;

Pendidikan bermutu adalah terlaksananya standar
pendidikan bermutu pada satuan pendidikan;

Satuan pendidikan adalah kelompok pelayanan pendidikan
yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,
nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis
pendidikan;

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur
dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini
( Paud ), Pendidikan Dasar ( SD-MI ,SMP/MTS );

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya
pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai
dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
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Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi
jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar (SD)
dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang
sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan
Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang
sederajat;

dihapus.

dihapus.

Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah
Daerah, masyarakat, dan lembaga sosial masyarakat;
Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Penyelenggara satuan pendidikan pada jalur
pendidikan formal dan non formal,

Badan Pengelola adalah lembaga atau perorangan yang
berbadan hukum dan mempunyai anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga dalam penyelenggaraan pendidikan;
Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang
kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan
sistem pendidikan nasional oleh penyelenggara pendidikan;
Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melaui proses pembelajaran
yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan
tertentu;

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi
sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara,
tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai
dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam
menyelenggarakan pendidikan;

Tenaga kependidikan adalah tenaga non pendidik yang
diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas
tambahan sebagai kepala satuan pendidikan;

Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non
pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam
bidang pendidikan;

Dewan Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi adalah lembaga
mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat
yang peduli pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi;

Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang
mewadahi beranggotakan orang tua/wali peserta didik,
komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli
pendidikan;

Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang
berkedudukan sebagai pelaksana tekhnis dalam melakukan
pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu
yang ditetapkan;

Penilik Pendidikan Luar sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil
yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan kegiatan penilikan pendidikan luar sekolah yang
selanjutnya disingkat PLS yang meliputi pendidikan
masyarakat, kepemudaan, pendidikan anak usia dini dan
keolahragaan;

Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan
akademik yang harus dimiliki oleh pendidik di satuan
pendidikan;

Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang
harus diikuti oleh seluruh masyarakat atas tanggung jawab
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
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Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
Muatan Lokal adalah seperangkat rencana pembelajaran
pendidikan yang berbasis keunggulan potensi lokal yang
meliputi aspek sejarah, nilai tradisional, kepurbakalaan,
permuseuman, dan sastra sebagai penunjang Kurikulum
Nasional;

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan
pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian,
penjaminan dan penetapan mutu pendidikan yang meliputi
akreditasi, sertifikasi, dan bentuk pelayanan pendidikan
secara menyeluruh;

Akreditasi satuan pendidikan adalah suatu kegiatan
penilaian kelayakan dan kinerja satuan pendidikan
berdasarkan kretria yang telah ditetapkan;

Sertifikasi guru adalah proses pemberian surat sertifikasi
kepada guruyang telah memenuhi standart professional
guru sebagai syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan
praktek pendidikan yang berkualitas;

Program Induksi Guru Pemula Berbasis Sekolah selanjutnya
disebut Program Induksi adalah kegiatan orientasi,
pelatihan di tempat kerja, pengembangan, dan praktek
pemecahan  berbagai permasalahan dalam = proses
pembelajaran bagi guru pemula pada satuan pendidikan di
tempat tugasnya;

Pelayanan pendidikan adalah segala penyelenggaraan
pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar
sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga Negara dan
masyarakat atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan
administrasi yang disediakan dan terkait dengan
kepentingan rakyat;

Standart Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan adalah jenis
dan tingkat pelayanan pendidikan minimal yang harus
disediakan oleh satuan atau program pendidikan,
penyelenggaraan  satuan atau  program = pendidikan
pemerintah dan pemerintah daerah;

Standart Nasional Pendidikan (SNP) adalah kreteria minimal
tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

Badan Akreditasi Sekolah adalah lembaga independen yang
berfungsi melakukan penilaian kelayakan suatu satuan
pendidikan yang dibentuk oleh pemerintah;

Standar mutu pendidikan adalah kriteria minimal tentang
mutu penyelenggaraan pendidikan yang meliputi standar
mutu pendidik/tenaga kependidikan, standar mutu isi,
standar mutu proses, standar mutu kompetensi lulusan,
standar mutu sarana dan prasarana, standar mutu
pengelolaan, standar mutu pembiayaan, standar mutu
penilaian pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Muaro
Jambi;

Standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan adalah
kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun
mental, serta pendidikan dalam jabatan;
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Standar mutu isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat
kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang
kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi
mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus
dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis
pendidikan tertentu;

Standar mutu proses adalah standar nasional pendidikan
yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada
satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi
lulusan;

Standar Mutu Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi
kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan (kognitif),
sikap (afektif) dan ketrampilan (psikomotor);

Standar mutu sarana dan prasarana adalah standar
nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal
tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat
beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja,
tempat bermain, dan tempat berkreasi, serta sumber belajar
lain, yang diperlukan untuk menunjang  proses
pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi
dan komunikasi;

Standar mutu pengelolaan adalah standar nasional
pendidikan  yang  berkaitan dengan = perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada
tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi agar
tercapai  efisiensi dan  efektivitas  penyelenggaraan
pendidikan;

Standar mutu penilaian pendidikan adalah standar nasional
pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur,
dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik;
Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan
informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta
didik;

Penilaian pendidikan adalah kegiatan pengendalian,
penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap
berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang,
dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban
penyelenggaraan pendidikan;

Standar Biaya Minimal Pendidikan adalah standar yang
mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan
pendidikan yang berlaku satu tahun sesuai dengan kategori
satuan pendidikan;

Pembebanan biaya pendidikan pada masyarakat adalah
biaya yang ditanggung oleh masyarakat dengan cara
perhitungan  biaya  keseluruhan operasional dan
pembangunan setelah dikurangi jumlah bantuan (subsidi)
yang diterima oleh satuan pendidikan dari pemerintah;
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk selanjutnya
disingkat APBD adalah pengelolaan keuangan daerah yang
disusun dan ditetapkan setiap tahun dengan ketentuan
berdasarkan peraturan daerah tentang APBD;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, untuk
selanjutnya disingkat APBS adalah rencana Keuangan
Sekolah /Madrasah yang disusun Kepala Sekolah/Madrasah
bersama dengan Komite Sekolah/Madrasah;

Badan Pengawas dan Pengendali Mutu Pendidikan Provinsi
Jambi adalah badan monitoring, evaluasi dan pengawasan
secara mandiri pelaksanaan peraturan daerah tentang
penyelenggaraan pendidikan di provinsi Jambi;
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Badan Advokasi Guru Daerah Jambi adalah badan yang
memberikan batuan perlindungan hukum bagi tenaga
pendidik dan kependidikan;

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan model
pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian
kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan
partisipasif yang melibatkan secara langsung semua warga
sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

Sistem Informasi Manajemen Pendidikan selanjutnya
disebut Simpendik adalah penyusunan dan pengelolaan
data dan informasi pendidikan pada dinas pendidikan
Kabupaten Muaro Jambi dalam bentuk database;

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan selanjutnya disebut
SPMP adalah sub sistem dari pendidikan nasional yang
fungsi utamanya meningkatkan mutu pendidikan,
Penjaminan Mutu Pendidikan selanjutnya disebut PMP
adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau
program pendidikan, penyelenggara satuan atau program
pendidikan, pemerintah  daerah, Pemerintah, dan
masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan
kehidupan bangsa melalui pendidikan;

Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Derah yang selanjutnya
disebut MSPD adalah serangkaian strategi untuk
diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan (Pengawas
Sekolah/Madrasah) tingkat Pemerintah Daerah untuk
memonitor dan mengevaluasi mutu dan keefektivan sekolah
berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan;

Evaluasi Diri Kabupaten yang selanjutnya disebut EDK
adalah serangkaian strategi untuk diimplementasikan Dinas
Pendidikan tingkat Pemerintah Daerah untuk
mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan
menggunakan data penjaminan mutu untuk penyusunan
dan pelaksanaan program peningkatan pendidikan;

Kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri
atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan
pengetahuan, ketrampilan dan sikap mental tertentu bagi
warga belajar;

Kebudayaan atau disingkat Budaya merupakan keseluruhan
sistim gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam
rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia
dengan belajar;

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan,
berupa benda cagar budaya, struktur cagar budaya dan
kawasan cagar budaya di darat/diair yang perlu dilestarikan
keberadaannya;

Bangunan cagar Budaya adalah susunan binaan yang
terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk
memenuhi kebutuhan ruang bendinding dan atau tidak
berdinding dan beratap;

Warisan budaya adalah keseluruhan hasil budaya dari
perilaku Belajar atau dari kelompok masyarakat tertentu
yang diwarisi dari generasi sebelumnya yang kemudian
diubah dan ditujukan kegenerasi berikutnya;

Kesenian adalah merupakan salah satu bagian dari budaya
serta sarana yang dapat digunakan sebagai cara untuk
menuangkan rasa keindahan dari jiwa manusia;
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Tradisi adalah merupakan hasil cipta dan karya manuia
objek material, kepercayaan, khayalan kejadian atau
lembaga yang diwariskan dari sesuatu generasi generasi
berikutnya seperti adat istiadat, kesenian dan property yang
digunakan;

Permusiuman adalah tempat menyimpan mengoleksi,
memamerkan harta peninggalan purbakala, benda
bersejarah, barang-barang kuno area naskh dan sebagainya;
Tradisi adalah tuntunan yang diwariskan secara turun
temurun oleh masyarakat, antara lain, Sejarah lisan,
dongeng, pantun, dan cerita rakyat;

Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang
terkandung didalamnya, yang memiliki nilai budaya dan
sejarah, antara lain serat, baban,hikayat dan kitab;

Adat istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai
tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara
terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya
antara lain Tata Kelola, limgkungan dan tata cara
penyelesain sengketa;

Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan
yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh
kelompok masyarakat secara terus menerus dan wariskan
pada generasi berikutnya antara lain berbagai perayaan,
peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara
kematian, ritual kepercayaan beserta perlengkapannya;
Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan
dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat
sebagai hasil pengalaman nyata dalam berintegrasi dengan
lingkungan, dikembangkan secara terus menerus;

Teknologi tradisional adalah keseluruhan sarana untuk
menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi
kebelangsungan atau kenyaman hidup manusia dalam
bentuk produk, kemahiran dan keterampilan masyarakat
sebagai hasil pengalaman nyata dalam berintegrasi dengan
lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan
diwariskan pada generasi berikutnya, technology tradisional
antara lain arsitektur, pekakas pengolahan sawah, alat
transportasi dan sistim irigasi;

Seni adalah ekspresi artistic individu, kolektif atau komunal,
yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreatifitas
penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk

kegiatan dan/atau medium, seni antara lain : Seni
pertunjukan,seni rupa,seni sastra, film, seni musik dan seni
rupa;

Bahasa adalah sarana komunikasi antar manusia, baik
Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah;

Permainan rakyat berbagai permainan yang didasarkan
pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok mayarakat
secara terus menerus dan diwariskan pada generasi
berikutnya yang bertujuan untuk rnenghibur diri, antara
lain, permainan kelereng, congkak, gasing dan gobak sodor;
Olah raga tradisional adalah berbagai aktifitas fisik dan
/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri,
peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai
tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus
menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya antara
lain, bela diri, pasola, lompat batu dan debus.



(7)

Ketentuan Pasal 5 huruf b dan huruf d dihapus dan huruf e
diubah , sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam Peraturan
Daerah meliputi :

Pendidikan dasar;

dihapus;

Pendidikan keagamaan;

dihapus; dan

Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis.
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Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dihapus dan ayat (3) huruf a dan b
diubah , ayat (5) dihapus dan ayat (6) diubah , sehingga
Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pendidikan  Dasar  meliputi SD (Sekolah Dasar) / Ml
(Madrasah Ibtidaiyah) dan SMP (Sekolah Menegah Pertama) /
MTs (Madrasah Tsanawiyah), atau bentuk lain yang sederajat;
dihapus.

Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang
pendidikan dasar yang meliputi jalur formal dan nonformal.

a. jalur formal terdiri dari TK/RA

b. jalur nonformal terdiri dari PKBM ,SKB ,TPA ,SPS sejenis.
Pendidikan Keagamaan meliputi TKQ (Taman Kanak-Kanak
Alquran) / TPQ (Taman Pendidikan Alquran), Madrasah
Diniyah, dan Pondok Pesantren;

Dihapus.

Pendidikan NON FORMAL meliputi :

Pendidikan Kecakapan Hidup

Pendidikan Anak Usia Dini;

Pendidikan Kepemudaan;

pendidikan Pemberdayaan Perempuan;

pendidikan keaksaraan fungsional.

Pendidikan Keterampilan;

Pendidikan Pelatihan Kerja;

Pendidikan Kesetaraan.
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Pendidikan luar sekolah melakukan pembinaan pada Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Taman Bacaan
Masyarakat (TBM).

. Ketentuan pasal (7) huruf d diubah, huruf k dihapus sehingga

pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7
Pendidikan Formal;
Pendidikan Non Formal;
Pendirian Satuan Pendidikan;
Koordinator Wilayah Kecamatan;
Peserta didik;
Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
Wajib Belajar;
Sarana dan Prasarana Pendidikan;
Pengelolaan Pendidikan;
Kurikulum Pendidikan Bermutu;
Dihapus
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l. Anggaran dan Pembiayaan Pendidikan;

m. Proses Pendidikan Bermutu;

n. Kompetensi lulusan Bermutu;

o. Penilaian;

p. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan;

q. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Daerah;

(5). Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf ¢, huruf d, ayat (2) huruf a,b,c

(2)

(3)

(4)
(5)

dan d diubah ayat (3) diubah ,ayat(4), dan (5) dihapus, sehingga
Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi:

a. pendidikan anak usia dini;

b. pendidikan dasar;

c. dihapus; dan

d. dihapus.

PAUD diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan non

formal dalam bentuk:

a. satuan PAUD pada jalur pendidikan formal meliputi TK, RA,
KB, atau bentuk lain yang sejenist;

b. bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal
meliputi TPA, atau bentuk lain yang sejenis;

c. pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan
pada TPA,dan bentuk lain yang sejenis disesuaikan dengan
kebutuhan, usia, dan perkembangan anak;

d. penyelenggaraan TPA, atau bentuk lain yang sejenis dapat
diintegrasikan dengan program layanan lain yang sudah

berkembang di masyarakat sebagai upaya untuk
memperluas layanan PAUD kepada seluruh lapisan
masyarakat;

Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang
melandasi jenjang. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar
(SD), Madrasah Ibtidaiyah (Ml), dan bentuk lain yang sederajat,
serta Sekolah Menengah Petama (SMP), Madrasah Tsanawiyah
(MTs) atau bentuk lain yang sederajat;

dihapus.

dihapus.

(6). Ketentuan Pasal 10 ayat (3) ayat (4) huruf a,b,c dan d dihapus,

sehingga Pasal 10 berbunyi seba pgai berikut :

Pasal 10

Setiap badan dan/atau perorangan dapat mendirikan satuan
pendidikan dan harus mendapatkan ijin dari Bupati dan/atau
lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Satuan pendidikan yang memperoleh ijin harus melakukan
registrasi untuk mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional,;
dihapus

dihapus

a. dhapus;

b. dihapus;

c. dihapus;

d. dihapus.



(5) Setiap satuan pendidikan yang akan memperoleh izin
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) mengajukan
permohonan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Daerah.

(7) Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) angka (3),(4),(5),(6) dan

(8).

angka (7) huruf (a) dan (b) ditambah sehingga Pasal 12 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 12

(1). Pembagian Wilayah kawasan sekolah didaerah Kabupaten
Muaro Jambi melalui sistim Zonasi

(2). Sistim Zonasi bertujuan : untuk pemerataan hak memperoleh
pendidikan bagi anak?2 usia sekolah;

(3). Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib
menerima calon peserta didik yang berdomisili pada
radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar
90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan
peserta didik yang diterima.

(4) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang
diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum
pelaksanaan PPDB.

(5). Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan
kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan
daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar
masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak wusia
sekolah di daerah tersebut.

(6). Bagi sekolah yang Dberada di daerah perbatasan
provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius
zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar
pemerintah daerah yang saling berbatasan.

(7} Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat
menerima calon peserta didik melalui:

a. Jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat
dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total
jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;

b. Jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar
zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus
meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta
didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak
5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta
didik yang diterima.

(8). Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Bupati

Ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf d dan huruf e dihapus, sehingga
Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Pengawasan pendidikan bertujuan untuk peningkatan,
pengembangan mutu, dan pencegahan penyimpangan pada
satuan pendidikan;

(2) Pengawasan pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, masyarakat, dan satuan pendidikan;

(3) Pengawasan pendidikan meliputi pengawasan akademik dan
manajemen;
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(4) Pengawasan Akademik dan Manajemen sebagaimana yang
dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh:
a. pengawas TK/RA;
b. pengawas SD/MI;
c. pengawas SMP/MTS;
d. dihapus; dan
e. dihapus.

(5) Pengawasan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan oleh tim pengawasan manajemen;

(6) Pembentukan tim pengawasan manajemen diatur dengan
Keputusan Bupati.

Ketetentuan Pasal 14 ayat (2) TETAP, sehingga Pasal 14 berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan
bertaraf Internasional;

(2) Pemerintah Daerah membimbing dan membantu masyarakat
dalam penyelenggaraan dan pengembangan satuan pendidikan
menjadi bertaraf internasional.

10 .Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (f) diubah dan ditambah 2 (dua)
huruf (1) dan huruf (m) sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut

Pasal 19

(1). Satuan Pendidikan berhak :
a. Memperoleh pembinaan dan bantuan pendanaan dari

Pemerintah, pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan
masyarakat;

b. Mengembangkan model peningkatan mutu pendidikan.
(2). Satuan Pendidikan berkewajiban :

a.
b.

Mewejudkan visi dan misi pendidikan daerah;
Mewujudkan suasana keberagaman dilingkungan satuan
pendidikan;

Menjamin hak-hak peserta didik dan memperoleh
pendidikan tanpa membedakan status social dan
penghasilan/strata social ekonomi orang tua/wali siswa;
Menjamin peningkatan akademik dan Manajemen
Berbasis Sekolah yang mengacu 8 (delapan) standar
Nasional Pendidikan ( SNP);

Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanj
Sekolah ( RAPBS) yang mengacu pada Rencana
Pengembangan Sekolah;

Mempertanggungjawabkan dan  melaporkan  hasil
perencanaan dan pelaksanaan APBS secara transparan
kepada Komite Satuan Pendidikan, yang terdiri dari
unsur (Wali Murid, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh
Pendidikan ) ;

Memfasilitasi peningkatan profesionalisme pendidik dan
tenga kependidikan secara berkelanjutan;

Melaksanakan Program induksi Guru Pemula Berbasis
Sekolah ( PIGPBS);

Memfasilitasi pemangku kepentingan untuk
mendapatkan akses manfaat hasil pendidikan;
Melaksanakan evaluasi diri sekolah secara berkelanjutan;



k. Menyusun Rencana Pengembangan Sekolah berdasarkan
laporan Evaluasi Diri Sekolah ( EDS);

1. Mewajibkan tenaga pendidik mengikuti PPG/PKB;

m. Menyusun Program 1 (satu) Tahunan dan program
jangka menengah 4 tahunan.

11. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a , huruf d dan e diubah, dan
huruf (f) dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah berhak:

a.

b.
C.

melakukan  pengawasan dan  pengendalian satuan
pendidikan;

meminta laporan penyelenggaraan satuan pendidikan;
melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan satuan
pendidikan melalui MSPD;

mensupervisi, mengawasi, mengevaluasi, dan dapat
memberi bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau
bimbingan kepada satuan pendidikan sesuai
kewenangannya dalam penjaminan mutu pendidikan.

(2) Pemerintah Daerah berkewajiban :

a.

Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik untuk menjamin
keberlangsungan pendidika pra dasar (Paud) pendidikan
dasar (SMP/MTS);

membina dan mengembangkan kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan secara berkelanjutan;

menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk
terlaksananya penjaminan mutu pendidikan;

Memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin
terselenggaranya Pendidikan Pra dasar ( Paud) dan
Pendidikan Dasar ( SD-MI dan SMP/MTS) yang bermutu
bagi masyarakat tanpa diskriminasi dan reponsif gender ;
Menjamin tersediannya dana guna terselenggaranya
pendidikan bagi masyarakat yang berusia 4 (empat)
sampai 15 TAHUN .

Dihapus

memberikan bantuan keuangan kepada satuan pendidikan
keagamaan;

melakukan  pembinaan terhadap Badan = Pengelola
pendidikan;

mendorong setiap satuan pendidikan untuk menjadi satuan
pendidikan yang bertaraf nasional;

mengalokasikan dana pendidikan minimal 20% (dua puluh)
persen dari Belanja langung APBD;

memberikan tunjangan kesejahteraan pendidik dan tenaga
kependidikan sesuai ketentuan yang berlaku;

melakukan pembinaan kesiswaan meliputi pendidikan
olahraga, kesenian, ketertiban dan kedisplinan;

pemerintah daerah wajib memberikan prioritas dan
penghargaan kepada siswa yang berprestasi;

pemerintah daerah wajib memberikan reward kepada siswa
yang berprestasi di Kabupaten Muaro Jambi.

12. Ketentuan Pasal 24 dihapus.



13. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah, ayat (5) huruf (a) dihapus
dan ayat (6) huruf (a) dan (b) dihapus) sehingga Pasal 25 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah wajib memenuhi ketersediaan calon guru
yang bermutu, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik,
maupun kompetensi secara merata untuk menjamin
keberlangsungan pendidikan bermutu di Kabupaten Muaro
Jambi;

(2) Pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan guru baik
dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi seara
merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anak usia
dini dan pendidikan dasar;

(3) Pemerintah Daerah dalam melakukan rukruitmen dan
penempatan guru harus menyebutkan satuan pendidikan yang
membutuhkan;

(4) Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif
dan transparan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan
perundang-undangan;

(5) Rekruitmen tenaga pendidik harus memenuhi standar:

Dihapus;

berkualifikasi minimal sarjana strata 1 (S1);

memiliki sertifikat profesi guru;

memiliki minat dan bakat untuk menjadi guru;

memiliki kepribadian yang menarik dan unggul;

sehat jasmani dan rohani;

g. lulus tes dan/atau assesment skolastik;

(6) Selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
rekruitmen pendidik diutamakan:
a. Dihapus
b. Dihapus
c. memiliki prestasi khusus.
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(14). Antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1(satu ) Pasal yakni pasal
25a, sehingga Pasal 25a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25a

Tunjangan Guru Khusus Daerah Tertinggal

1. Pemerintah Daerah Wajib mendata Guru yang bertugas pada
Desa tertinggal;

2. Guru yang bertugas pada kreteria desa tertinggal agar dapat
diperhatikan kesejahteraannya;

3. Untuk menjamin adanya kesejahteraan guru yang bertugas
pada Daerah tertinggal diperlukan regulasi berupa Peraturan

Bupati. Tentang Tunjangan Khusus Guru Daerah tertinggal.

(15).Ketentuan Pasal 29 ayat (1) ayat (3) ayat (4) ayat (5) diubah
sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 29

(1) Penempatan  guru  disatuan  pendidikan  dilakukan
berdasarkan analisis kebutuhan.



(2) Setiap satuan pendidikan mengajukan kebutuhan guru ke
pemerintah daerah.

(3) Kebutuhan guru sebagaimana yang dimaksud ayat (2) untuk
kebutuhan guru SD/MI minimal guru Kelas, Guru Penjas ,
Guru Agama dan guru muatan lokal sedangkan kebutuhan
Guru SMP/MTs minimal guru Agama ,PPKN, Bahasa
Indonesia Bahasa Inggris,Matematika,IPA.IPS ,PJOK, BK dan
Guru Prakarya serta muatan lokal;

(4) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan guru
Profesional disatuan pedidikan baik dalam jumlah |,
kualifikasi akademik secara merata untuk rnenjmain
keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini dan
Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

(5) Penempatan guru disetiap satuan pendidikan harus
mengacu kepada rasio untuk SD-MI tidak melebihi 28 siswa
per kelas / 1 guru dan untuk SMP/MTS 32 siswa perkelas/
1 guru dan atau minimal satu bidang studi;

(6) Penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan guru
sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3),(4) dan (5) diatur
melalui Peraturan Bupati.

16. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf (a) diubah huruf (c) diubah dan
huruf d dihapus, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 34

(1) Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah, pengawas,
pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi
sumber belajar, serta tenaga kebersihan sekolah;

(2) Tenaga kependidikan pada :

a. PAUD atau bentuk lain yang sejenis sekurang-
kurangnya terdiri atas Kepala PAUD,Guru,,tenaga
administrasi dan tenaga kebersihan;

b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-
kurangnya terdiri atas Kepala Sekolah/Madrasah, tenaga
administrasi, pustakawan dan tenaga kebersihan
sekolah /madrasah;

c. SMP /MTS atau bentuk lain yang sederajat atau bentuk
lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas
Kepala Sekolah/Madrasah,tenaga administrasi,tenaga

pusatakawan, tenaga laboratorium dan tenaga
kebersihan sekolah/madrasah ;
d. dihapus;

(3) Tenaga kependidikan berhak mendapatkan:

a. penghasilan yang memadai, tunjangan kesejahteraan
dan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan

kualitas;

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;

kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan

fasilitas pendidikan untuk kelancaran pelaksanaan

tugas;

e. hak-hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

e



(4)

Tenaga kependidikan berkewajiban:

a. turut serta mewujudkan visi dan misi satuan
pendidikan, dinas pendidikan dan pemerintah daerah;

b. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya (tupoksi);

mempunyai komitmen tugas secara profesional;

memberi teladan dan menjaga nama baik diri dan

lembaga, serta menjaga integritas moral terhadap

profesi, lembaga, dan kedudukan sesuai dengan

amanah yang diberikan;

e. bertanggung jawab  secara  profesional kepada
penyelenggara pendidikan;

f. menunjang pelaksanaan pembelajaran di satuan

pendidikan;

mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

terlibat aktif dalam evaluasi diri sekolah;

kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan

e

=

18. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) huruf i diubah, Pasal (4) diubah dan
pasal (5) dihapus sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

(1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala

sekolah/madrasah apabila memenuhi persyaratan umum
dan persyaratan khusus.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

a.
b.

meliputi :

beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan
di bidang pendidikan;

memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1)
atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau
nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun
pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala
sekolah /madrasah;

Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan
dari dokter Pemerintah;

tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang
dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
memiliki sertifikat pendidik;

pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah masing-
masing, kecuali di taman kanak-kanak/raudhatul athfal/
(TK/RA) memiliki pengalaman mengajar sekurang-
kurangnya 3 (tiga) tahun;

. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya IlI/c bagi

guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru bukan PNS
disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh
yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan
SK inpasing;



k. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan
nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru
dalam Peniilaian Kinerja Pegawai bagi ASN atau penilaian
yang sejenis bagi bukan ASN dalam 2 (dua) tahun terakhir;
dan

l. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai
guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(3) Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan
sebagai kepala sekolah/madrasah meliputi:

a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang
sekolah/madrasah yang sesuai dengan sekolah/madrasah
tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan
sebagai kepala sekolah /madrasah;

b. memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah pada jenis
dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai
pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan
ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

(4) Selain persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(3,) untuk menjadi Kepala Sekolah SMP/MTs juga
memenuhi persyaratan khusus berikut:

a. diutamakan memiliki kualifikasi pendidikan magister (S2)
dari perguruan tinggi yang terakreditasi;

b.lulus wuji kepatutan (fit and propertes) oleh tim
pertimbangan pengangkatan kepala sekolah.

(5) Dihapus .

(19).Antara Pasal 48a dan Pasal 49 disisipkan 1(satu ) Pasal yakni
pasal 48b, sehingga Pasal 48b berbunyi sebagai berikut :

Standar Pengawas Sekolah Pengawas

Pasal 48b

Pengawas Sekolah /Madrasah harus mempunyai enam dimensi
Kompetensi minimal antara lain sebagai berikut :

Kompetensi Kepribadian;

Kompetensi Supervisi Manajerial;

Kompetensi Akademik;

Kompetensi Evaluasi Pendidikan;

Penelitian Pengembangan;

S NS

Kompetensi Sosial.

(20). Antara Pasal (49) dan Pasal (50) disisipkan (1) satu Pasal yakni
pasal 49a, sehingga pasal 49a berbunyi sebagai berikut :



Jenjang Jabatan dan Pangkat
Pasal 49a

(1). Jenjang Jabatan fungsional Pengawas Sekolah dari
yangternedah sampai dengan tertiggi , yaitu:
a. Pengawas Sekolah Muda;
b. Pengawas Sekolah Madya;

c. Pengawas Sekolah Utama.

(2).Jenjang pangkat pengawas sekolah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
a. Pengawas Sekolah Muda :
1. Penata, Gol/ruang III/c dan.
2. Penata Tk.I,golongan ruang III/d;

b. Pengawas Sekolah Madya:
1. Pembina , Golongan /ruangIV/a;
2. Pembina Tingkat I golongan ruang IV/a dan;
3. Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV.c

c. Pengawas Sekolah Utama :
1. Pembina utama Madya, golongan ruang IV/d dan

2. Pembina Utama Golongan ruang IV/e.

(3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan fungsional
Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) adalah
jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit

yang dimiliki untuk masing-masing jabatan;

(4).Penetapan jenjang  jabatan fungsional pengawas sekolah
ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki
setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan
angaka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabaan
tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2)

(21 ).Antara Pasal (49a) dan Pasal (50) disisipkan (1) satu Pasal yakni

pasal 49b, sehingga pasal 49b berbunyi sebagai berikut :

Pembebasan Sementara,Pengangkatan Kembali
Dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan

Fungsional Pengawas Sekolah



Pasal 49b

Pejabat yang berwenang membebaska sementara, mengangkat
kembali dan memerhentikan PNS dalam dan dari jabatan fungsional
Pengawas Sekolah adalah Pejabat yang berwenang sesuai peraturan
perundang-undangan.

1. Pembesan Sementara:

a. Pengawas Sekolah Muda Pangkat Penata Gol.Ill/c sampai denga
Pengawas sekolah Utama pangkat Pembina Utama Madya
Gol.ruang IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jenjang
jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka
kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi;

b. Pengawas sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Golongan
ruang IV/e dibebas sementarakan dari jabatannya apabila
setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak
dapat megumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima)
angka kredit dari kegiatan tugas pokoknya;

c. Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada
Huruf (a) dan (b), Pengawas sekolah dibebaskan sementara dari
jabatannya apabila : (1).Dijatuhkan hukuman disiplin tingkat
sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 3(tiga) tahun atau pemindahan dalam
rangka  penurunan  jabatan = setingkat lebih  rendah
(2).Diberhentikan sementara sebagai ASN  (3) .Ditugaskan
secara penuh diluar Jabatan Pengawas Sekolah (4). Menjalani
cuti diluar tanggungan Negara (5 ).Melaksanakan tugas belajar

selama 6 bulan atau lebih.

2. Pengangkatan Kembali:
a Pengawas sekolah yang telah selesai menjalani pembebasan
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49b ayat (1) dan
(2) apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan

diangkat kembali dalam jabatan fungsional pengawas sekolah;

b. Pengawas sekolah yang dibebas sementara sebagaimana
dimaksud pasal 49b huruf (c) angka (1) diangkat kembali dalam
jabatan Pengawas Sekolah paling kurang 1(satu) tahun setelah

pembebasan sementara .



c. Pengawas sekolah yang dibebas tugaskan sementara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 49b huruf c angka (2)
dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional apabila
berasarkan keputusan pengadilan yang telah memenuhi
kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau

dijatuhi pidana percobaan;

d. Pengawas sekolah yang telah dibebaskan sementara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 49b huruf c angka (3) dapat
diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah

apabila berusia paling tinggi 55 (lima-lima) tahun;

e. Pengawas Sekolah yang telah selesai menjalani pembebasan
sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49b huruf c
angka (4 ) dan ( 5) dapat diangkat kembali dalam jabatan

fungsional Pengawas Sekolah;

f.Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas sekolah
sebagaiaman dimaksud pada huruf (a),(b),(c) dan huruf (d)
dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan
dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Pengawas
sekolah yang diperoleh selama\

g. pembebasan sementara.
(3).Pemberhetian :

Pengawas sekolah diberhentikan dari jabatannya apabila :

a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat
berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3
(tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan

setingkat lebih rendah dan;

b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara
dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 49b ayat
(1 ) huruf (a ) dan (b) tidak dapat mengumpulkan angka kredit

yang ditentukan.

(22). Ketentuan Pasal 50 ayat (2) huruf ¢ diubah, sehingga Pasal
50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

(1) Tugas pengawas sekolah/madrasah dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undang yang berlaku.



(2) Tugas pengawas sekolah/madrasah sebagaimana pada ayat (1)
meliputi:
a. melakukan pembinaan pengembangan kualitas
sekolah/madrasah, kinerja kepala sekolah/madrasah,
kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah/madrasah;

b. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program
sekolah /madrasah beserta pengembangannya;

c. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di
sekolah /madrasah sesuai dengan penugasannya pada
jenjang satuan pendidikan TK/RA, SD/MI/, SLTP/MTs;

d. meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar/bimbingan
dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka
mencapai tujuan pendidikan sekolah/madrasah secara
kolaboratif dengan stakeholder sekolah /madrasah.

(3) Pengawas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang
diangkat oleh kantor kementerian agama dan/atau pemerintah
daerah bertugas mengawasi mata pelajaran PAI di sekolah
dan/atau madrasah;

(4) Pengawas mata pelajaran umum yang diangkat oleh pemerintah
daerah dan/atau kantor kementerian agama bertugas
mengawasi mata pelajaran umum di sekolah dan/atau
madrasah;

(5) Untuk mengorganisir tugas pengawas sekolah dan madrasah
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
dibentuk kelompok kerja pengawas (KKP) sekolah dan madrasah
yang beranggotakan pengawas sekolah dan madrasah yang
berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan  Kantor
Kementerian Agama;

(6) Laporan pelaksanaan tugas/kinerja pengawas sekolah dan
madrasah disampaikan kepada Badan Pengawas dan Pengendali
Mutu Pendidikan Provinsi Jambi ditembuskan kepada
Pemerintah Daerah dan Kantor kementerian agama yang
dikoordinir oleh Kelompok Kerja Pengawas (KKP) Kabupaten;

(7). Pengurus kelompok kerja pengawas (KKP) dipilih/ditunjuk
dalam musyawarah pengawas kabupaten yang difasilitasi
oleh Badan Pengawas Pengendali Mutu Pendidikan
Provinsi Jambi berkoordinasi dengan kepala dinas
pendidikan dan kepala kantor kementerian agama dan
ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Pengawas dan
Pengendali Mutu Pendidikan Provinsi Jambi.

(23) Antara pasal (51) dan Pasal (52) disisipkan 1 (satu) pasal yakni
pasal (51a) sehingga pasal 51a berbunyi sebagai berikut :



1.

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 51a

Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit setiap
pengawas wajib mencatat dan mengiventarisasi seluruh
kegiatan yang dilakukan;

Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap kegiatan
Pengawa sekolah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam
tahun;

Penilaian dan penetapan angka kedit bagi pengawas sekolah
yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan 2 (
tahun) dalam 1 (satu) tahun yaitu 3 (tiga) bulan sebelum

periode kenaikan pangkat ASN.

. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah :

a. Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain ang ditunuk
setingkat eselon 1 bagi pengawas sekolah madya pangkat
Pembina tingkat I gol.IV/b sampai dengan pengawas sekolah
utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e
dilingkungan instansi pusat dan daerah;

b. Dirjen Kkementerian Agama yang membidangi pendidikan
bagi pengawas sekolah madya pangkat Pembina ,gol/ruang
IV/a dilingkungan Kementerian Agama;

c. Kemenag  Propinsi bagi pengawas sekolah muda,
pangkat Penata gol/ruang III/c dan pangkat Penata Tk.I
gol/ruang III/d dilingkung Kantor Wilayah;

d.Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi
pendidiakn bagi pengawas sekolah muda pangkat
Penata Gol.lll/c sampai dengan pengawas sekolah
madya pangkat Pembina Gol/Ruang IV/a dilingkungan
Propinsi;

e. Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi
pendidikan bagi pengawas sekolah muda, pangkat penata
golongan/ruang IlI/c sampai dengan pengawas sekolah
madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a dilingkungan
Kab/Kota;

f. Pimpinan instansi pusat atau pejabat yang ditunjuk bagi
pegawas sekolah muda pangkat Penata Muda golongan
/ruang IlI/c sampai dengan pengawas sekolah madya
pangkat Pembina golongan/ruang I[V/a dilingkungan
instansi pusat diluar Kementerian pendidikan Nasional dan

Kementerian Agama.



5. Tim Penilai :

a. Tim Penilai Propinsi bagi Gubernur atau Kepala Dinas
yang membidangi Pendidikan yang selanjutnya disebut
Tim Penilai Propinsi;

b. Tim Penilai Kabupaten/Kota bagi Bupati/Kota atau
Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan yang
selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota;

c. Tim Penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama bagi
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama yang

selanjutnya Tim Penilai Kantor Wilayah;
6. Tim Penilaian Angka Kredit :

a. Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas sekolah
terdiri dari unsur teknis unsur kepegawaian, dan pejabat

fungsional Pengawas Sekolah;

b. Susunan anggota Tim Penilai adalah sebagai berikut :
1.Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknsi;
2.Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
3.Seorang sekretaris merangkap anggota dari unsur

Kepegawaian dan;

4.Paling kurang 4 (empat) orang;

c. Syarat-Tim anggota Penilai :
1. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan
jabatan/pangkat Pengawas Sekolah;
2. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi
kerja Pengawas sekolah dan;

3. Dapat aktif melakukan penilai.

d. Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf (b)
angka (4) paling kurang 2 (dua ) orang dari Pejabat

fungsional sekolah;

e. Anggota Penilai Propinsi/Kabupaten/Kota pada huruf b
angka 4 paling kurang 1(satu) orang dari unsur BKD

Propinsi/Kab/Kota;

f. Anggota Tim penilai jabatan fungsional Pengawas Sekolah
harus lulus pendidikan dan pelatihan calon Tim Penilai dan

mendapat sertifikat dari Menteri Pendidikan Nasional.



7. Tim Penilai belum terbentuk :
a. Apabila tim penilai instansi belum dibentuk, penilai
angka kerdit Pengawas sekolah dapat dimintakan

kepada Tim Penilai Pusat;

b. Apabila Tim Penilaian Kabupaten/Kota belum dibentuk,
penilaian angka kredit Pengawas Sekolah dapat
dimintakan kepada Tim penilai Kabupaten/Kota lain
terdekat atau tim Penilai Propinsi yang bersangkutan

atau tim Penilai pusat;

c. Apabila tim penilai Propinsi belum dibentuk penilaian
angka kredit Pengawas sekolah dapat dimintakan
kepada tim penilai Kantor Wilayah terdekat atau tim

penilai kementerian Agama.

8. Pembentukan dan susunan anggota tim penilai ditetapkan :

a. Bupati atau Kepala Dinas yang membidangin Pendidikan

atau Tim Penilai Kabupaten;

b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi untuk

Penilai Kantor Wilayah.

9. Masa Jabatan Tim Penilai :

1. Masa jabatan anggota tim penilai adalah 3(tiga) tahun dan

dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya;

2. ASN yang telah menjadi anggota Tim penilai selama
2(dua)tahun masa jabatan berturut-turut dapat diangkat
kembali melampau tenggang waktu 1 (satu) tahun masa

jabatan;

3. Dalam hal terdapat anggota tim penilaian yang ikut dinilai
maka Ketua tim penilai dapat mengangkat anggota tim
penilai pengganti.

(24). Antara pasal S5la dan pasal 52 disisipkan 1(satu) pasal yakni
pasal 51b sehingga pasal 51b berbunyi sebagai berikut :



(1).

2).

Beban Kerja Pengawas
Pasal 51b

Beban kerja pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas
adalah 37,50  jam/perminggu, didalamnya  termasuk
Penyusunan program pengawasan,Pelaksanaan Program,
melaksanakan Evaluasi Program Pengawasan dan
melaksanakan Bimbingan dan Pelatihan Profesional guru
dan/atau Kepala/Madrasah di sekolah /Madrasah;

Sasaran beban kerja seperti dimaksud pada ayat (1) diatur
sebagai berikut :

1. Untuk TK/RA paling sedikit 10 Satuan Pendidikan;

2. Untuk SD-MI paling sedikit 10 satuan Pendidikan;

3. Untuk SMP/MTS paling sedikit 7 Satuan Pendidikan;

4 Pengawas Bimibigan Konseling paling sedikit 40 guru
Bimbingan Konseling ( BK);

5. Pengawas Rumpun Mata Pelajaran/Mata Pelajaran Agama

dan Pengawas sekolah Muda TK dan SD paling sedikit 60
guru , untuk SMP/MTS 40 guru;

6. Pengawas sekolah yang bertugas di daerah khusus paing
sedikit S5 (lima) satuan pendidikan ( TK,SD-MI dan
SMP/MTS).

(25).Antara pasal 64 dan pasal 65 disisipkan 1(satu ) pasal yakni pasal

(1).

(2)

(3)

64a sehingga pasal 64a berbunyi sebagai berikut:

Anggaran Dewan Pendidikan

Pasal 64a

Pemerintah Wajib memberikan bantuan anggaran untuk

Kegiatan Dewan Pendidikan;

Besaran anggaran yang diterima Dewan Pendidikan tergantung

kondisi keuangan daerah;

Bantuan anggaran Dewan Pendidikan digunakan untuk :
a. Sosialisasi;

b. Rapat-Rapat;

c. Honor Kepengurusan;

e. Monev dan Pelaporan.

(4).Ketentuan lebih lanjut tentang bantuan anggaran Dewan

Pendidikan akan diatur dengan peraturan Bupati.



10.

11.

12.

(26).Ketentuan pasal 82 ayat (2) diubah sehinga pasal 82
berbunyi sebagai berikut

Pasal 82

(1).Pengalokasian dana  pendidikan menjadi kewajiban

Pemerintah Daerah;

(2).Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (1) wajib
mengalokasikan Belanja langsung Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi minimal 20% dari
Belanja Langsung APBD Kabupaten Muaro Jambi;

Ketentuan Pasal 91 dihapus

Ketentuan Pasal 92 dihapus.

Ketentuan Pasal 99 dihapus.
Ketentuan Pasal 100 dihapus.

Ketentuan Pasal 101 dihapus.

(27). Antara Pasal Pasal 113 dan Pasal 114 disisipkanl (Satu) Pasal

yakni Pasal 113a sehingga Pasal 113a berbunyi sebagai
berikut

Pemajuan Kebudayaan Daerah
Pasal 113a

(1).Pemerintah Daerah wajib untuk memajukan Kebudayaan

Daerah;

(2).Pemajuan Kebudayaan Daerah berpedoman pada Pokok

Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten;

(3).Untuk memajukan Kebudayaan Daerah tersebut
diperlukan Regulasi tentang Pemajuan Kebudayaan

Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati .

(28 ) Ketentuan Pasal 125 dihapus.



Pasal 126

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 15 Oktober 2018
BUPATI MUARO JAMBI,

ttd

MASNAH

Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 15 Oktober 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd

JUNAIDI, SP
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 2

"Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM, °

C
Aﬂm.

Pembina/IV/a
NIP. 197605072006041009




